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Masyarakat adat Lampung Pepadun masih sangat kuat dalam memegang 
teguh prinsip kekerabatannya, tata cara perkawinan adat Lampung masih memiliki 
nilai yang penting untuk dipertahankan silsilahnya dan kedudukan sosial didalam 
masyarakat. Setiap masyarakat memiliki adat-istiadat masing-masing termasuk 
dalam hal perkawinan, selagi adat tersebut tidak menyalahi ajaran agama maka 
hal tersebut diperbolehkan. Masyarakat adat Lampung Pepadun mempertahankan 
garis keturunan bapak (patrilineal) sehingga anak lelaki tertua dari keturunan 
tertua (penyimbang) memegang kekuasaan adat. Sebagaimana diketahui pada 
masyarakat adat Lampung Pepadun dikenal dengan sebutan sesan dalam upacara 
adat perkawinan.  
 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana tata cara 
penetapan sesan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun?, bagaimana tinjauan 
hukum Islam terhadap penentuan sesan oleh pihak keluarga calon mempelai 
wanita dalam masyarakat adat Lampung Pepadun?Tujuan dari penelitian ini 
adalah Untuk mengetahui tata cara penentuan sesan yang ada dalam masyarakat 
Adat Lampung Pepadun di kota Bandar Lampung yang masih memakai tradisi 
adanya sesan dalam adat perkawinan.  
 Metode menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan 
sumber data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. 
Sedangkan Analisa pada penelitian ini dengan dilakukan secara jenis kualitatif 
dengan Metode deduktif yang berarti suatu metode yang digunakan dalam 
berpikir dengan bertolak dari hal-hal umum ke khusus.Berdasarkan hasil 
penelitian, dapat disimpulkan bahwa tata cara penentuan sesan adalah dengan 
pemberian uang jujur kepada mempelai wanita untuk dibelikan perabotan atau 
barang-barang rumah tangga yang akan dibawa ketika prosesi upacara perkawinan 
yang mana biaya pembelian barang tersebut dari uang yang diberikan oleh pihak 
pria di mana dalam penentuannya pihak keluarga wanita yang menentukan sesuai 
kemampuan pria dan mayoritas kebanyakan berdasarkan kelas sosial (Strata 
sosial) atau dengan istilah lain pemberian sesan diberikan oleh orang tua atau 
kerabat dari mempelai wanita, atau pemberiannya bisa ditangguhkan atau 
dijanjikan oleh kerabat dari mempelai wanita ketika berlangsungnya upacara 
perkawinan.  
 Tinjauan hukum Islam terhadap penentuan sesan oleh pihak keluarga 
calon mempelai wanita dalam masyarakat Adat Lampung Pepadunbahwa sesan 
termasuk kedalamUrf (adat kebiasaan) dan hukumnya mubah (memilih untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan tersebut atau tidak), sehingga dapat diambil 
kesimpulan bahwa sesan ini sendiri merupakan kebiasaan yang berlaku di 
masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syara‟, karena sifat 
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    BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Agar terhindar dari kesalah pahaman penulisan judul skripsi, maka 
terlebih dahulu peneliti akan menguraikan maksud istilah-istilah pada judul 
skripsi ini. Judul skripsi ini adalah TINJAUAN HUKUM  ISLAM 
TERHADAP PENENTUAN SESAN OLEH PIHAK KELUARGA 
CALON MEMPELAI WANITA DALAM MASYARAKAT ADAT 
LAMPUNG PEPADUN (Studi pada Masyarakat Pepadun Kelurahan 
Jagabaya 1 Bandar Lampung). Adapun istilah-istilah dari judul tersebut: 
1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 
pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang 




2. Hukum Islam ialah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman 
manusia atas Alquran maupun sunnah untuk mengatur kehidupan 
manusia yang berlaku secara universal, relavan pada setiap zaman 
(waktu) dan tempat (ruang) manusia.
2
 
3. Sesan adalah barang bawaan yang di bawa saat berlangsungnya  
perkawinan dari mempelai wanita (yang berupa benda alat-alat rumah 
tangga, perhiasan dan sebagainya).
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1
Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai 
Pustaka, 1989), h. 1060. 
 
2
Abdul Wahab Khalab, Ushul Fiqh, (kairo: Maktabah Tijariah al- Kubro, 1423H), h. 100. 
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4. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala 
keluarga dan beberapa orang yang terkumpul di suatu tempat.
4
 
5. Calon mempelai ialah orang yang sedang melangsungkan pernikahan.5 
6. Wanita adalah wanita yang berjenis kelamin atau bergender perempuan.6 
7. Masyarakat Adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan 
teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik 
yang berwujud maupun tidak berwujud.
7
 
8. Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam 
masyarakat Lampung. masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau 
daerah dataran tinggi Lampung. Sedangkan Pepadun adalah sebuah 
singgasana yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat 
penobatan raja-raja adat dari paksi pak skala brak serta keturunanya.
8
 
9. Kelurahan Jagabaya adalah kelurahan yang berada di kecamatan Way 
Halim, Kota Bandar Lampung. sebelum kecamatan Way Halim dibentuk, 
kelurahan ini berada di kecamatan Tanjung Karang Timur.
9
 
 Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu pandangan hukum 
Islam tentang penentuan sesan oleh pihak calon mempelai wanita dalam 
masyarakat adat Lampung Pepadun. 
                                                             
 
4
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2011), h. 1443 
 
5
Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 302. 
 
6
Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 474. 
 
7
Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi, (Bandung: Mandar 
Maju, 2014), h. 102. 
 
8
Abdullah, Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung, (Bandar Lampung: 
2008), h. 230-231. 
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B. Alasan Memilih Judul 
 Alasan penulis memilih judul di atas sebagai bahan untuk penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Karena ingin mengetahui bagaimana sesan jika ditinjau dari Hukum 
Islam di Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung, serta adanya alasan-
alasan masih adanya tradisi sesan dalam masyarakat adat Lampung 
Pepadun di Kelurahan Jagabaya 1 Bandar lampung. 
2. Daerah Lampung memang sudah tidak murni semuanya masyarakat asli 
adat Lampung, karena sudah terjadinya akulturasi baik dalam 
pendidikan, perdagangan, pernikahan dll. Apalagi di kota Bandar 
Lampung terutama di kelurahan Jagabaya 1 sudah banyak masyarakat 
pendatang yang berbaur, oleh karena itu dengan judul ini peneliti ingin 
mengetahui lebih lanjut tentangTinjauan Hukum Islam Terhadap 
Penentuan Sesan oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita dalam 
Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi pada Masyarakat Pepadun 
Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung). 
3. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini merupakan bidang ilmu 
syari‟ah yang penulis kaji di prodi Al-Ahwalu-Shakshiyah (Hukum 
Keluarga), serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian 
study strata 1 (Satu) pada Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri 






C. Latar Belakang 
Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, 
karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan 
menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. 




Istilah Hukum adat tidak banyak dikenal, yang biasa disebut anggota 
masyarakat ialah “adat” saja dalam arti “kebiasaan” untuk dibedakan dengan 
istilah “hukum” dalam arti peraturan agama atau yang dikemukakan Abdul 
Karim Amrulloh ialah “ketetapan yang datang dari kalam Allah”. Jadi “adat” 
ialah ketetapan dari masyarakat yang diberi sanksi oleh masyarakat, 
sedangkan “hukum” ialah ketetapan Allah yang mempunyai sanksi dari pada 
Allah.  
Maksud dari Hukum Perkawinan Adat adalah hukum masyarakat 
(hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, 
yang mengatur tata tertib perkawinan. Jika terjadi pelanggaran terhadap 
hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah pengadilan agama 
atau pengadilan negeri, sedangkan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum 
adat, maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan ialah peradilan adat 
(peradilan masyarakat keluarga atau kerabat) yang bersangkutan.
11
 
                                                             
 
10
Zuhraini, Serba-Serbi Hukum Adat, (Bandar Lampung: Fakultas Syari‟ah IAIN Raden Intan 
Lampung, 2016), h. 49. 
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Suatu ikatan perkawinan bukan saja suami dan istri harus saling 
membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi juga berarti 
ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua belah pihak untuk 
menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga 
mereka.
12
Perkawinan bagi masyarakat bukan sekedar persetubuhan antar 
jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan 
masyarakat adat perkawinan bertujuan untuk membangun, membina, dan 
memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.
13
 Allah AWT 
berfirman: 
َُكلَِّش ْيٍءَخ ل ْقن اَز ْوج ْْيَِل ع لَُّكْمَت ذ كَُّرونَ وَ  َ(94الزاريات:َ) ِمْن
Artinya : segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 




Islam telah mengatur kehidupan setiap manusia yang di ciptakannya   
berpasang-pasangan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya telah di 
atur dalam hukum islam, dan ditetapkannya untuk mewujudkan suatu 
kesejahteraan baik pribadi dan masyarakat, dunia akhirat. Kesejahteraan 
hidup dapat kita dapati dengan terbinanya kehidupan keluarga yang sejahtera, 
begitu pun sebaliknya, maka senada dengan masyarakat adat yang 
memandang perkawinan itu sebagai sebuah tujuan untuk membangun, 
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membina, dan memelihara hubungan kekerabatan atau keluarga. Perkawinan 
bisa merupakan urusan pribadi tergantung kepada tata susunan masyarakat 
yang bersangkutan.
15
 Allah SWT berfirman:  
َل ُكْمَِمْنَأ نْ ُفِسُكْمَأ ْزو اًجاَلِت ْسُكُنواَإِل ي ْه اَو ج ع ل َب  يْ نَ   ُكمَْو ِمْنَآي اتِِوَأ ْنَخ ل ق 
ي اٍتَِلق ْوٍمَي  ت  ف كَُّرونَ َۚ  م و دًَّةَو ر ْْح ًةََ ََل   (12الروم:َ)ِإنََِّفَذ َِٰلك 
Artinya: di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 





Ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menciptakan pasangan 
mereka dari jenis mereka sendiri dan menjadikan di antara sesama mereka 
rasa kasih (mawaddah) , yakni cinta dan rasa sayang (rahmah) rasa kasih. 
Sebab, bisa jadi seorang laki-laki mengikat wanita karena rasa cinta atau 
kasih terhadapnya sehingga mendapatkan keturunan darinya atau ia (wanita) 
butuh kepadanya dalam hal nafkah atau agar terjadi kedekatan hati diantara 
kedua nya. 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, 
perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan, membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan 
perikatan yang suci. Perikatan yang tidak dapat melepaskan dari agama yang 
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dianut suami-istri dan menjadi salah satu perjanjian suci antara seorang laki-
laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.
17
 
Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) 
menganut asas monogami. Tetapi apabila dikehendaki oleh yang 
bersangkutan dan hukum serta agama membenarkan seorang suami dapat 
beristri lebih dari seorang (poligami). Namun demikian hal itu hanya 
dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan memperoleh 
izin dari Pengadilan. Berkaitan dengan poligami dan keadilan berpoligami, 
dalam konteks Indonesia, disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974, diperbolehkannya poligami hanya apabila dikehendaki yang 
bersangkutan atau hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya. 
Sedangkan yang menjadi dasar pelaksanaan poligami di Indoneesia yang 
berdasarkan kepada UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 yang berbunyi: 
1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 
mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang 
suami.  
2. Pengadilan dapat member izin kepadaseorang suami untuk beristri lebih 
dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.   
 Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 
Pasal 40, yaitu: “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari 
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Dalam hubungan ini jelas bahwa kedudukan seorang suami dalam 
berumah tangga sebagai pemimpin bagi seluruh anggota keluarga 
dirumahnya. Masyarakat adat Lampung Pepadun yang mempertahankan garis 
keturunan dari seorang bapak atau yang sering kita sebut (patrilineal) 
sehingga seorang anak laki tertua dari keturunan orang tua yang tertua 
(penyimbang) memegang kekuasaan adat.
19
 
Masyarakat adat Lampung dibedakan dari yang beradat, “peminggir”, 
yang berkediaman di sepanjang pantai “pesisir”, termasuk masyarakat adat 
Krui, Ranau, Komering sampai Kayuagung, dan yang beradat “Pepadun” 
yang berkediaman di daerah pedalaman Lampung, terdiri dari Abung, 
Pubiyan, Waykanan-Sungkay dan Tulangbawang. Sistem kekerabatan yang 
di anut oleh masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, maka terdapat 3 
macam bentuk-bentuk perkawinan yaitu bentuk perkawinan jujur, bentuk 
perkawinan semenda, dan bentuk perkawinan bebas. Tata cara dan upacara 
perkawinan adat pepadun mengambil bentuk perkawinan jujur yang 
pelaksanaanya dapat dengan cara adat hibal serba, bumbang aji, intar 
padang, intar manom, sebambangan. 
20
 
                                                             
 
18
Khoirul Abror,Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi 
Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung), Jurnal al-Adalah, Vol XIII, Nomor 2, Desember 
2016, h. 231 
 
19
Sabaruddin Sa, Saibumi Ruwai Jurai Lampung Pepadun dan Saibati (Jakarta: Bulletin 
Way Lima Manjau, 2013), h. 69 
 
20




Bentuk perkawinan adat pada masyarakat yang beradat pepadun ialah 
berbentuk perkawinan jujur dengan garis keturunan dari bapak (patrilineal)  
dengan adanya pemberian uang kepada pihak kepada seorang mempelai 
wanita untuk mempersiapkan sesan, yang merupakan beberapa alat-alat 
kebutuhan rumah tangga. Sesanini yang nantinya akan diserahkan kepada 
pihak keluarga dari mempelai laki-laki pada saat upacara perkawinan 
berlangsung diiringi penyerahan (secara adat) mempelai wanita kepada 
keluarga. Secara hukum adat, maka putuslah suatu hubungan antara mempelai 
wanita dengan orang tuanya.
21
 
Upacara pengambilan mempelai wanita dilakukan siang hari, barang-
barang bawaan mempelai wanita (sesan) dibawa bersama-sama ketempat 
mempelai pria. Tentang barang-barang yang dibawa si perempuan di waktu 
perkawinannya pada keturunan patrilineal (bapak) yang kuat si suami 
mendapat hak atasnya, tetapi ditempat lain tetap milik si istri sendiri dan juga 
adakalanya menjadi milik bersama, jadi barang bawaan (sesan) dalam artian 
ekonomis terkadang merupakan suatu pengganti dari pada jujur.
22
 
Harta pemberian atau hadiah adalah harta atau barang-barang yang di 
bawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari 
pemberian/hadiah para anggota kerabat mungkin juga orang lain karena 
hubungan baik. Mislanya ketika akan melangsungkan perkawinan anggota  
kerabat memberi mempelai pria ternak untuk dipelihara guna bekal 
kehidupan rumah tangganya atau anggota kerabat wanita memberi mempelai 
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wanita barang-barang perabotan rumah tangga untuk dibawa kedalam 
perkawinan sebagai barang bawaan (“sesan”, Lampung).  
Susunan masyarakat adat yang patrilineal yang menganut adat 
perkawinan jujur seperti dikalangan masyarakat adat Lampung Pepadun, pada 
dasarnya baik istri maupun harta bawaannya (sesan) setelah masuk dalam 
ikatan perkawinan menjadi milik bersama yang di kuasai oleh suami dan di 
atur serta dimanfaatkan bersama dengan istri.
23
Dari uraian latar belakang di 
atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “ 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan oleh Pihak Keluarga 
Calon Mempelai Wanita dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi 
pada Masyarakat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung)”. 
D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan 
maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan 
memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. 
Beberapa batasan masalah dalam fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Hanya meliputi penentuan sesan oleh pihak mempelai wanita 
2. Tata cara sesan dalam masyarakat adat Lampung pepadun, budaya/adat 
perkawinan yang ada di masyarakat adat Lampung dan hukum islam 
E. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana tata cara penentuan sesan dalam masyarakat adat Lampung 
Pepadun? 
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan sesan oleh 
pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat adat 
Lampung Pepadun? 
F. Tujuan Penelitian 
a. Tujuan Penelitian: 
1. Untuk mengetahui tata cara penentuan sesan yang ada dalam 
masyarakat Adat Lampung Pepadun di kota Bandar Lampung 
yang masih memakai tradisi adanya sesan dalam adat 
perkawinan. 
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap penentuan 
sesan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam 
masyarakat adat Lampung pepadun khususnya di Bandar 
Lampung. 
G. Signifikasi penelitian  
1. Aspek Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 
seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri ataupun 
pihak lain yang ingin mengetahui tentang permaslahan tersebut dan 
juga bisa menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademik yang 







2. Aspek Praktis 
Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian 
lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pendang yang 
berbeda, dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk 
menambah khazanah kepustakaan di UIN Raden Intan Bandar 
Lampung dan Fakultas Syari‟ah. 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu 
atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan 
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu 
pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. 
 Soerjono Soekanto menjelaskan,  metodologi adalah suatu unsur 
yang mutlak dan harus ada di dalam penelitian dan didalam 
pengembangan suatu ilmu pengetahuan,
24
 dan oleh karena itu metode yang 
penulis gunakan dalam penelitian ini (research) dengan penggunaan 
penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan deskriptif analitis, sehingga 
penulis dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian ini merupakan jenis Penelitian lapangan 
(field research) yaitu penelitian ini ditujukan untuk mengumpulkan  
data, informasi yang melalui wawancara dan pendataan yang 
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berkaitan dengan lapangan. Terkait akan hal ini, penulis melakukan 
penelitian terhadap Tinjauan hukum Islam Terhadap Penentuan 
Sesan oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita dalam 
Masyarakat Adat Lampung Pepadun. 
b. Sifat Penelitian 
Deskriptif kualitatif  merupakan sifat penelitian ini, di mana 
harus memberikan data seteliti mungkin mengenai gejala-gejala 
yang ada di dalam kehidupan manusia. Hakikatnya hubungan di 
antara variabel-variabel yang dianalisis dengan menggunakan teori 
yang objektif. Penulis menguraikan dan menggambarkan secara 
objektif terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan 
oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita dalam Masyarakat 
Adat Lampung Pepadun. 
2. Sumber Data 
a. Data Primer  
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan 
suatu objek yang diteliti
25
 dan telah diberlakukan ini disebut 
dengan data primer. penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk 
mencari semua data-data yang berdasarkan data yang berada di 
lapangan dan juga yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Penentuan Sesan oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai 
Wanita dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun. 






b. Data Sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang 
nantinya digunakan untuk menjelaskan dari bahan-bahan hukum 
primer.
26
 Setelah itu kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya 
mencari data yang bersumber dari buku, jurnal, majalah, catatan, 
dokumen, naskah, kitab hukum, dan sebagainya yang berkenaan 
dengan judul dari penulis. 
c.  Data Tersier 
Sumber data tersier merupakan salah satu sumber yang 
kegunaanya untuk memberikan sebuah  petunjuk ataupun 
penjelasan terhadap bahan-bahan data primer dan sekunder.
27
 data-
data ini bersumber pada dari kamus, transkip, internet, daftar 
bacaan, katalog perpustakaan dan sebagainya yang berkenaan 
dengan judul dari penulis. 
3. Metode Pengumpulan Data  
Dalam penelitiaan ini melakukan pengumpulan data, dengan 
mengambil langkah: 
a. Observasi 
Observasi merupakan metode mengumpulkan data dengan 
cara pencatatan secara cermat dan dengan sistematik terhadap suatu 
penelitian.
28
Mengenai penelitian ini, penulis mengamati objek yang 
berada di lapangan dengan jenis observasi non-partisipan yaitu 
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dengan cara mengamati secara fisik langsung berada di lapangan 
akan tetapi tidak ikut berperan di dalam bagian acara . 
b. Wawancara 
Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk 
mengumpulkan data penelitian proses interaksi antara 
pewawancara dengan orang diwawancarai melalui komunikasi 
secara langsung.
29
 Wawancara agar kita dapat menggali informasi-
informasi secara langsung kepada orang-orang yang berkaitan salah 
satunya tokoh masyarakat Lampung Pepadun yang ada di 
kelurahan jagabaya I yang total keseluruhan populasi yaitu:ketua 
adat, tokoh adat,tokoh masyarakat dan masyarakat Jagabaya 
berjumlah 8 orang, dengan teknik wawancara tidak terstruktur atau 
wawancara bebas. 
c.  Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi merupakan semua kenyataan yang 
transparan yang didapati dari sampeL.
30
 Subyek penelitian ini 
terdiri dari para anggota masyarakat adat Lampung pepadun 
yang dibatasi oleh sampel dari masyarakat tersebut (populasi) 
sebagai wakil yang diteliti. Mengingat banyak anggota 
masyarakat tersebut, sehingga yang menjadi populasi ialah 
jumlah keseluruhan data kartu keluarga (KK) di kelurahan 
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Jagabaya 1,  Masyarakat adat Jagabaya 1 berjumlah kurang 
lebih 250 KK. Rata-rata masyarakat Jagabaya 1 tersebut masih 
menggunakan sesan dalam setiap pernikahan atau perkawinan. 
2. Sampel 
Sampel adalah metode atau teknik yang dapat mewakili 
populasi, yaitu dengan menentukan anggota sempel dengan 
jenis purposive samplingyaitu penelitian yang dilakukan 
dengan beberapa daerah terkunci.
31
 Untuk mengetahui Sesan 
dalam masyarakat adat Lampung Pepadun, dalam skripsi ini 
penulis memilih sampel untuk diteliti dari jumlah anggota 
masyarakat didaerah tersebut dikarenakan waktu yang terbatas. 
Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti memilih 
sebanyak 8 orang yang terdiri dari 1 ketua adat, 2 tokoh adat, 2 
tokoh masyarakat dan 3 masyarakat yang telah melakukan 
prosesi sesan yang ada di Kelurahan Jagabaya 1 Bandar 
lampung. 
d.  Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan suatu karya seseorang tentang 
sesuatu dalam situasi sosial dimana mencari data berupa, buku, 
catatan, sejarah kehidupan,  foto, dan yang lainnya.
32
 Metode ini 
penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data.  
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4. Teknik Pengolahan Data  
Didalam  metode pengolahan data, peneliti menggunakan 
beberapa teknik  yang diantaranya sebagai berikut : 
a.  Pemeriksaan data (editing)yaitu teknik dimana penulis  mengoreksi 
atau meneliti kembali terkait dengan kelengkapan data yang sudah 
dikumpulkan atau data yang sudah di peroleh, kevalitan data yang 
telah diperoleh berdasarkan pada fenomena lapangan maupun studi 
literatur yang berkaitan terhadap. 
b.  Sistemasi data maksudanya cara penulis menempatkan data 
menurut kerangaka sistematika bahasan berdasarkan urutan 
masalah. 
5. Analisis Data 
Menurut Nasution, analisa data merupakan proses, 
pengkategorikan data, menyusun, mencari tema atau pola dengan 
maksud agar memahami maknanya.
33
penelitian kualitatif digunakan 
untuk melakukan sebuah (research).  
Setelah itu hasil dari  penyajian  penelitian yang didapati dari 
pengolahan data tersebut disatukan dengan analisa data.
34
 Setelah 
seluruh data dari penelitian tersebutsudah berhasil terkumpul, langkah 
selanjutnya melakukan pengolahan data dengan melalui proses editing, 
dimana seorang peneliti memeriksa kembali terkait kelengkapan data 
yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, 
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relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima 
oleh peneliti. Apabila seluruh data yang telah berhasil dikumpulkan 
memenuhi kualifikasi, maka data dapat disiapkan untuk keperluan 
pada proses berikutnya. 
Setelah data sudah terkumpul, selanjutnya melakukan analisa 
menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yang berarti “suatu 
metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal 
umum ke khusus.”
35
Dalam membuat suatu kesimpulan terkait batasan 
sikap berdasarkan pada suatu akidah maka di gunakanlah Metode 
deduktif pada acara pernikahan adat Lampung atau yang disebut sesan 












                                                             
35
Hilda Handayani, Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif, diakses dari 
https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif,tanggal 






A. Masyarakat Adat Lampung Pepadun 
1. Masyarakat Lampung Pepadun 
Salah satu masyarakat Lampungyang dikenal dengan sebutan 
masyarakat Lampung pepadun terbagi menjadi beberapa perserikatan adat 
yang disebut, Pubiyan Telu Suku (Pubiyan Tiga Suku), Megou Pak 
TulangBawang (Marga Empat Tulang bawang), Abung Siwou Migou 
(Abung Sembilan Marga), Sungkai (Sungkai Bunga Mayang),Buway Lima 
Waykanan (Lima Keturunan Waykanan)
36
. 
Masyarakat yang berketurunan Abung (pepadun) tadinya berasal 
dari wilayah Danau Ranau berada di Sekala Berak. Lalu berpindah dengan 
menusuri lembah dan sungai, dan pada akhirnya berkembang dan 
membentuk lima jurai keratuan dan Setiap ratu mempunyai kekuasaan 




Salah satu Masyarakat Lampung yang beradat Abung Sewo Mego 
(abung sembilan marga) yang berasal dari Ratu di Puncak. Awal mulanya 
Ratu di puncak membuat pemukiman di daerah Skala Berak (Padang yang 
Luas) diperkirakan sekitaran daerah Liwa Lampung Barat pada saat ini. 
Bermula di Sekala Berak keturunan-keturunan Ratu dipuncak menyebar 
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luas ke beberapa daerah, diantarany ke bagian Utara dan Selatan, seperti 
didaerah Komering dan Kayu Agung Sumatera Selatan dan yang lainnya 
untuk penyebaran pertama kali wilayah Way Abung Lampung Utara. Lalu 
warga Way abung menyemkati mereka ber-adat Abung Sewo Mego.  
Ada pula Megou pak tulangbawang disekitaran Menggala dan 
masyarakat pubian lazim dengan nama Pubiyan Telu Suku yaitu 
Masyarakat Tamba pupus dan masyarakat Bukujadi,wilayah kotabumi 
terbagi dua,kota bumi bagian utara terdiri dari  Buway Lima Waykanan dan 
kotabumi bagian selatan terdiri dari,Buay Pemuka Baradatu, Barasakti 
dan Buay Semangka, serta masyarakat sungkai. 
Asal mula masyarakat yang beradat pepadun, dimulai dari empat 
keratuan yaituRatu di Balau berada di daerah jabung Lampung Selatan, 
keturunan Ratu di Pugung yang menurut kisahnya berada di daerah jabung 
Lampung Tengah.
38
Terbagi menjadi 5 persekutuan adat pepadun: 
a. Pubiyan Telu Suku (Pebiyan Tiga Suku) 
b. Abung Siwo Migo (Abung Sembilan Marga) 
Yang termasuk dalam persekutuan Abung Siwo Migo adalah 
keturunan sebagai berikut: Buay Selagi, Buay SubingBuay 
Kunang,,Buay Nuban , Buay Baliyuk,Buay Unyai, Buay Unyi, Buay 
Nyerupa,   dan Buay Anak Tuho. 
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c. Tulang Bawang Migo Pak ( Tulang Bawang Marga Empat) 
Persekutuan adat terdiri dariSuway Umpu,Buay Temago‟an, Buay Aji,  
dan Way Kanan Buay Lima (Lima Keturunan) dan Sungkai 
d. Persekutuan adat Pubiyan Telu suku antara lain Suku Buku jadi, Suku 
Tambo Pupus dan Suku Menyerakat. 
e. Sungkai bunga mayang 
Persekutuan Nilai-nilai adat budaya Lampung Pepadun dapat dilihat 
dari ketatanegaraan “kepunyimbangan” kekerabatan dan perkawinan, 
musyawarah dan mufakat serta peradilan adatnya, yang semuanya 
didasarkan pada pandangan hidup pi‟il pesenggiri.
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2. Sesan Dalam Masyarakat Adat Lampung 
Sesan pada masyarakat Lampung  yang beradat pepadun yang 
pada umumnya dibawakan di hari resepsi pernikahan atau perkawinan 
kedua mempelai. Sesan yang di berikan nantinya sangat berguna dan 
bermanfaat bagi kebutuhan rumah tangga. Sesan yang artinya dalam 
bahasa lampung merupakan seserahan berupabendaatau barang  berupa 
alat kebutuhan rumah tangga, yang nantinya akan diberikan keluarga 
mempelai wanita ketika hari pernikahan. 
Ketika mereka menjalankan rumah tangga, mereka sudah 
memiliki peralatan dan perabotan rumah tangganya sendiri. Tujuannya 
untuk meringankan pasangan suami istri yang akan menjalankan rumah 
tangganya, karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa Wanita 
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Lampung khususnya Lampung Pepadun itu mahal, tetapi sebenarnya apa 
yang diberikan uang dari pihak laki-laki itu akan diberikan kembali lagi 
oleh pihak wanita tetapi bukan berupa uang melainkan berupa sesan dan 




Di dalam masyarakat pepadun ada upacara adat yang dikenal 
dengan  istilah sesan. Sesan mengandung dua arti, pertama: barang yang 
dibawakan pada saat berlangsungnya pernikahan, yang nilainya sesuai 
dengan uang di berikan lelaki. Kedua: barang bawaan dari pihak  
mempelai wanita, merupakan harta warisan dari orang tuanya.dapat 
disimpulkan, kecil besarnya uang yang diberikan kepada mempelai laki-




Menurut hukum adat Lampung Pepadun jika anak wanita yang 
akan memasuki jenjang pernikahan dimana semua anggota, kerabat 
mempelai wanita berkewajiban untuk memberi bekal barang bawaan 
(sesan) yang akan dibawa ketempat suami. Pemberian bekal ini ada 
kemungkinan bahwa barang-barang tersebut belum disampaikan ketika 
perkawinan berlangsung, tetapi akan ditangguhkan penyampaiannya dan 
masih tinggal dirumah orang tua pihak wanita atau berupa janji yang 
kemudian baru akan dipenuhi dan disampaikan oleh kedua mempelai 
sebagai suami istri. 
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Sesan yang diberikan kerabat untuk mempelai wanita dapat 
berupa harta tetap, rumah atau tanah pekarangan atau hanya berupa 




3. Kekerabatan Masyarakat Adat Lampung 
Kerabat ialah suatusatu-kesatuan dari beberapa keluarga menurut 
sendi kekeluargaannya masing-masing. Rukun kerabat dibedakan 
menjadi 2 macam, yaitu rukun kerabat yang di lihat dengan banyak atau 
sedikitnya anggota keluarganya, jadi terdiri dari rukun kerabat besar dan 
rukun kerabat kecil. 
Menyanak Warei  sebutan untuk kehidupan kekerabatan dalam 
adat Lampung Pepadun,menyanak warei, yang artinya dari keluarga ibu 
ataupun bapak, dari hubungan darah atau pun hubungan perkawinan atau 
yang beradat mewarei.Dalam kelompok kekerabatan setiap orang wajib 
untuk mengerti anggota kerabatnya baik pihak ayah sampai pihak ibu, 
slain itu kita juga wajib tahu kedudukan serta tanggung jawabnya. 
Warga yang ber-adat Lampung pepadun berprinsip anak laki laki 
dari keturunan tertua (penyimbang) memegang kekuasaan adat. Dan dia 
pula yang akan mewarisi kepemimpinan ayahnya sebagai kepala kerabat 
seketurunan atau kepala keluarga.
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Sakai Sambyan merupakan salah satu kekerabatanyang sangat 
positif  dimana ia menghadapi permasalahan baik maupun susah dan 
senang. Diantaranya, membantu anak kemenakan melanjutkan 
pendidikannya,meninggal dunia dan mengurus, membantu dan mengurus 
upacara adat, memelihara janda dan anak-anak yatim, melahirkan, ada 
keluarga yang sedang sakit, khitanan atau perkawinan. Hal ini tercermin 
dalam sistem upacara-upacara adat dan bentuk perkawinan adat yang 
berlaku. penyimbang sangat dihormati dan  begitu istimewa, karena 
merupakan pusat dari pemerintahan kekerabatan, baik dari hubungan 
darah maupun karena perkawinan. 
a. Kelompok kekerabatan pertalian darah 
Hubungan kekerabatan ini berlaku diantara penyimbang dengan para 
anggota kelompok keluarga warei, kelompok keluarga Apak 
Keamanan, kelompok warei dan kelompok Anak. 
b.  Kelompok kekerabatandengan tali Perkawinan 
  Kelompok ini berlaku diantara penyimbang dengan para anggota    
kelompok, yaitu kelompok kelama, kelompok lebu, kelompok 
benulung dan termasuk pula kelompok kenubi, serta ada pula 








c.  Kelompok kekerabatan yang bertalian adat Mewarei 
 Adanya hubungan kerabat di karenakan tidak mendapatkan  tidak 
mempunyai Wari atau Saudara atau keturunan/anak laki-laki.
44
 
B. Perkawinan Adat Lampung 
1. Pengertian Perkawinan Adat Lampung 
Salah satu peristiwa kehidupan yang sangat penting yaitu 
Perkawinan. Perkawinan bukan hanya perempuan dan laki-laki saja 
namun terdiri dari saudara, orang tua, serta keluarganya. Arti 
perkawinan dalam masyarakat Indonesia yaitu perkawinan keluarga 
laki dan keluarga perempuan. Aturan-aturan yang dijalankan begitu 




Masyarakat adat Lampung perkawinannya berbeda-beda jika 
perkawinan adat Lampung Saibatin (Lampung pesisir), Lampung 
Pepadun dan serta bahasa, seni budayanya. bahasa Lampung yang 
berdialek “nyow” ataupun“Api”, sebenarnya bahasa melayu lama 
yang telah berubah dalam langgam ucapannya. Antara yang berdialek 
“Nyow”dan berdialek “Api”dan mereka dapat berbicara satu sama 
yang lain dan saling mengerti. Seperti yang kita ketahui golongan 
Saibatin (Lampung Pesisir) adalah masyarakat adat Krui, Ranau, 
Komering yang berkediaman di sepanjang pesisir pantai, sedangkan 
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Pepadun bertempat tinggal didaerah Lampung pedalaman seperti 
Tulang Bawang, Way Kanan, Sungkai, Abung, Pubian.
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Perkawinan dalam masyarakat lampung ialah perkawinan 
antara laki-laki dan perempuan dari saudara sekandung perempuan. 
Dan perkawinan darri sekandung laki dan perempuan pun bisa di 
kawinkan. Tidak layak pula melangsungkan perkawinan setiap anak 
dengan dua keluarga yang sama. 
Masyarakat Lampung melangsungkan perkawinan leviraatdan 
sororaat. Perkawinan leviraat yakni Lampung: nyemalang nyikok 
perkawinan seorang perempuan yang sudah  pernah menikah atau 
sering kita sebut (janda) dengan laki-laki yang merupakan adik atau 
kakak dari suami almarhum. Masyarakat Lampung tidak menikahi 
yang berstatus anak-anak atau di bawah umur (sanak). Hingga saat ini, 
masih diberlakukan ketentuan bahwa perkawinan itu hanya dapat 
dilakukan diantara anggota masyarakat yang tidak sesuku (bilik), 
masih berlaku ketentuan bahwa perkawinan itu hanya dapat 
dilangsungkan antara mereka yang serupun (sama-sama anggota 
masyarakat Lampung). ketentuan saat ini tidak menutup kemungkinan 
untuk melakukan perkawinan dengan orang luar masyarakat itu, 
dengan melalui pengangkatan menjadi anggota masyarakat itu.
47
 
Masyarakat beradat Lampung pepadun ditentukan, yang tidak 
boleh melangsungkan perkawinan yaitu,antara duaorang yang masih 
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berhubungan darah garis keturunan menyamping, antara dua orang 
yang masih mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus 
keatas maupun kebawah, yaitu antara saudara, antara saudara orang 
tua, antara saudara nenek, antara dua orang yang masih berhubungan 
semenda yaitu mertua , anak tiri, menantu dan ibu dan bapak tiri, dan 
antara dua orang yang masih berhubungan sesusuan. 
2. Sistem Perkawinan Adat Lampung 
Menurut paham ilmu bangsa-bangsa (ethnologi) sistem 
perkawinan dilihat dari keharusan dan larangan mencari calon istri 
bagi setiap pria, maka perkawinan itu dapat berlaku dengan sistem 
“endogami” dan sistem “exogami” yang kebanyakan dianut oleh 
masyarakat adat bertali darah, dan atau dengan sistem 
“eleutherogami” sebagaimana berlaku di kebanyakan masyarakat adat 
terutama yang banyak dipengaruhi hukum Islam. 
Terdapat pula perkawinan exogami jadi si laki-laki mencari 
wanita yang akan di jadikan istri dari lain marga(Klen-patrililinial) dan 
ada pelarangan kawin dengan semarga. Masih ada pula daerah yang 
menggunakan sistem endogami dimana pria di wajibkan mendapat 
wanita didalam lingkungan kerabat  ntah dari 1 suku, klen atau bahkan 
dari famili sendiri. Sitem endogami ada pelarangan untuk mencari 
calon wanita dari luar wilayah kerabat, hal ini masih berlaku di 





Zaman modern ini sistem perkawinan exogami atau endogami, 
masih ada saja yang masi menggunakan terutama golongan tua, hal ini 
dikarenakan mereka dapat menjaga harta mereka agar tidak keluar dari 
luang lingkup mereka. 
Berbeda dengan sistem eleutherogami seorang pria tidak lagi di 




Adat Lampung berbeda dengan dengan adat lainnya yang ada 
di  nusantara. Adat lampung di bagi menjadi 2 sistem perkawinan,  
Pertama,  melalui lamaran dengan upacara adat yang besar (gawei 
balak) atau dengan sederhana (gawei lunik). Kedua, melalui 
perkawinan tanpa proses lamaran yaitu dengan kawin lari yang masi 
dilakukan hingga saat ini.
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3. Azas-azas Perkawinan Adat  
Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti 
suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri 
untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina 
kehidupan keluarga rumah tangga, yang diharapkan dari perkawinan 
ialah keturunan yang nantinya akan menjadi penerus dari orang tua. 
Bila tidak ada keturunan maka keluarga tersebut di anggap "putus 
keturunan" (“punu”, Batak Karo: “mupus”,Lampung : 
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“putung”,Bali). Jika seorang istri tidak bisa memberi keturunan maka, 
pihak dari keluarga laki-laki akan mendesak untuk menikah lagi, demi 
memperoleh keturunan.
50
Azas-azas perkawinan hukum adat Lampung: 
a. Tujuan dari perkawinan membentuk suatu keluarga yang rukun 
dalam rumah tangga dan membentuk keluarga yang sakinah 
mawadah warohmah. 
b. Adat lampung ini pula tidak akan dianggap dan tidak syah jika 
pernikahan hanya dengan hukum agama, karena tidak melibatkan 
penyimbang serta anggota kerabat lain. 
c. Perkawinan wanita dan pria, hukum adat yang menentukan 
kedudukannya. 




e. Perkawinan disini tidak memandang umur, bila umur antara laki 
laki dan perempuan mereka tetap boleh dikawinkan ini yang sering 
disebut kawin gantung. 
f. Dalam Perkawinan yang sudah cukup umur maupun belum cukup 
umur harus dapat izin dari orang tua.  
g. Dalam pernikahan memungkinkan terajadinya perceraian, 
perceraian yang nantinya akan berdampak renggang diantara dua 
keluarga maka dari itu perceraian ada yang bolehkan dan ada juga 
yang tidak di perbolehkan. 
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h. Tentang keseimbangan kedudukan antara suami dan istri sudah di 
tetapkan oleh ketentuan adat yang sudah dibakukan.
52
 
 Perkawinan sangatlah penting dalam hukum adat, oleh 
karena itu bagi masyarakat Lampung, perkawinan sangat perlu 
adanya pengesahan yang berbentuk upacara menurut adat yang 
resmi, semua dipengaruhi oleh kemampuan dan musyawarah dari 
kedua pihak keluarga dan dilihat pula dari kedudukan seseorang 
tersebut bila upacara mau besar atau kecilnya.
53
 
4. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat Lampung 
a. Perkawinan Jujur 
Suatu bentuk perkawinan yang dibayarkan dengan uang 
ataupun berbentuk barang yang diberikan dari pihak calon suami 
kepada calon mempelai wanita.  Setelah menerimaberupa barang 
atau duit jujur oleh pihak calon istri, berarti setelah terjadinya 
ikatan perkawinan, maka istri akan mengalihkan kedudukannya 
dari keanggotaan kerabat asalnya, kemudian masuk pada 
lingkungan kerabat suaminya untuk selama ia mengikat dirinya 
dalam perkawinan itu, begitu juga anak-anak yang dilahirkan akan 
masuk ke dalam lingkungan kerabat bapaknya. Perkawinan yang 
berbentuk seperti ini menarik garis dari keturunan bapak 
(patrilineal).  
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Jujur merupakan suatu transaksi tunai didalam sistem 
perkawinan masyarakat patrilineal. Di daerah Lampung pepadun 
disebut “seroh”Lampung pesisir “Jojokh”. Di daerah Maluku 




b. Perkawinan Semanda 
 Jika terdapat perkawinan dengan tidak menyertai 
pembayaran jujur dari seorang calon mempelai laki-laki kepada 
calon istri. Sesudah perkawinan terlaksanakan maka seorang suami 
menetap di pihak istri lalu melepaskan kedudukan serta haknya 
dari kerabatnya sendiri. 
 Sering kita temui perkawinan semanda ini yang menarik 
dari keturunan ibu (matrilineal). Ada beberapa macam perkawinan 
semanda diantarannya; Semanda ngangkit,Semanda lepas, 
Semanda nunggu,Semanda raja-raja, dan Semanda anak dagang.
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c. Perkawinan Pineng Ngerabung Sanggar  
Prinsip dari perkawinan harus diadakannya upacara “gawi” 
ditempat calon mempelai wanita, dan “bergawi” ditempat calon 
mempelai laki-laki, dari kedua belah pihak harus menyebelih 
hewan berupa sapi atau kerbau. Sesudah disepakatinya 
musyawarah antara pihak gadis dan bujang. Setelah itu, 
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penyimbang atau istilah lainnya penyimbang dari gadis 
menyampaikan suatu tujuan atau maksud ada dilaksanakannya 
acara pineng ngerabung sanggar, tertuju pada ketua penyimbang 
adat kampung. Selanjutnya, dibentuklah panitia atau dalam bahasa 
adatnya dikenal memattuan, yaitu pembentukanpengatur gawi 
(panitia gawi) dan personalia pelaksanaan dan bahasan silsilah 
tentang keluarga yang akan mengadakan gawi.
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d. Perkawinan Lari 
Perkawinan lari digunakan di wilayah kalangan masyarakat 
masyarakat, Bali, Maluku, Lampung,  Batak, Lampung, Bali, 
Makasar/Bugis 
Di wilayah ini kawin lari itu termasuk kedalam pelanggaran 
adat, hal ini dapat diselesaikan dengan tata tertib yang sudah diatur. 
Perkawinan lari maksudnya ialah lamaran, hasil dari perkawinan 
lari ini terciptalah semanda atau perkawinan 
mentas/mandiri,perkawinan jujur, dan semua kembali kepada 
keadaan dan musyawarah yang telah disepakati kedua belah pihak. 
Dalam sistem perkawinan lari pun ada macam dan 
perbedanya bisa saja ia perkawinan lari karena terpaksa dan 
perkawinan lari karena bersama. Didaerah Lampung 
disebut“Sembambangan metudau”. Perkawinan lari ini sebenarnya 
didasari dengan persetujuan si gadis.  Adapun cara perkawinan lari 
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terjadi yaitu bujang dan gadis tersebut bersepakat melakukan 
kaawin lari pada waktu yang sudah ditentukan mereka. Tata cara 
larian yaitu keluarga bujang datang ke kediaman  gadis secara 




Dalam adat lampung pepadun seorang gadis yang akan 
larian harus meninggalkan jejak atau berupa tanda akan 
kepergiannya dengan surat dan sejumlah uang (tangepik). Setelah 
itu ketempat kediaman punyimbang adat bujang, setelah itu 
mengadakan pertemuan kerabat serta menyampaikan permohonon 
maaf pada pihak gadis, lalu kedua pihak berunding. 
Pada tahapan selanjutnya berbeda dengan Lampung beradat 
pesisir, ketika gadis larian, di mana pihak gadis menulis surat bagi 
keluarga yang berintikan terhadap suratnya kawin lari. kemudian 
pihak gadis lah yang mencari keberadaan gadis mengusut jejak 
(nyusul tapak, nyusul luyut) setelah itu pihak gadis bertanya kepada 
anak gadisnya pelarian ini dilakukan karena keinginan sendiri atau 
atau ada unsur paksaan. 
Perkawinan lari paksaan adalah melarikan gadis dengan 
cara kekerasan, pelarian ini tidak dengan persetujuan si gadis dan 
juga tidak mengikuti tata tertib melakukan pelarian maka hal ini 
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dapat di laporkan kepada pihak yang berwajib, terdapat pada pasal 
332 KUHP sebagai dasar pengaduan.
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5. Larangan Perkawinan Adat Lampung 
Dengan luasnya wilayah negara Indonesia terdapat perbedaan-
perbedaan tentang larangan perkawinan perempuan dan laki-laki yang 
memiliki hubungan kerabat. Ada beberapa daerah yang melarang 
adanya perkawinan antar kerabat dan ada pula yang menggemari 
adanya perkawinan antar kerabat. 
Kalangan masyarakat adat Lampung Pepadun, seorang laki laki 
tidak bisa menikahi anak dari saudara lelaki ibu. Dan seorang anak dari 
saudara perempuan ayah (ngakuk menulung). Setelah ajaran Islam 
masuk larangan kawin dengan wanita anak kela (tulang, Batak) ini 
tercela. Jiak dilakukan perkawinan sebelum terjadinya  upacara 
perkawinan wanita  di naikkan ke langit-langit atap “tulah”, hal ini 
dikarenakan takutnya yang ghaib tidak merestui.
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C. Hukum Perkawinan Islam  
1. Pengertian Hukum Perkawinan  
Nikah (kawin) menurut arti ialah hubungan seksual tetapi 
menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad 
(perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami 
istri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.  
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Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian. 
Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam 
perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk 
membentuk keluarga yang bahagia, tentram dan kekal. Suci berarti 
mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.
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Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah 
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan 
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah.Tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 
Jadi ada beberapa prinsip pergaulan antara suami istri itu 
sebagai berikut:  
a. Pergaulan yang makruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga 
rahasia masing-masing; 
b. Pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman dan tentram); 
c. Pergaulan yang mengalami rasa mawaddah (saling mencintai dan 
menyayangi terutama di masa muda (remaja); 
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2. Dasar Hukum Perkawinan Islam 
Hukum Perkawinan ialah yang mengatur tentang manusia 
dengan sesamanya, untuk menyalurkan hasrat biologisnya antarjenis, 
yang menimbulkan hak serta kewajiban dari adanya perkawinan 
tersebut. 
Perkawinan merupakansunatullah, Perkawinan tidak hanya 
meliputi manusia, tapi juga tumbuhan serta hewan. Sarjana Ilmu Alam 
pun mengatakan bahwasannya semua sesuatu di ciptakan dengan 
berpasang-pasangan seperti, air mineral (Oksigen dan Hidrogen), 
listrik, dan baterai ada positif dan negatifnya.
62
 Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Allah yang ada di dalam Al-Qur‟an. Allah Swt berfirman:  
َُكلََّش ْيٍءَخ ل ْقن اَز ْوج ْْيَِل ع لَُّكْمَت ذ كَُّرْونَ  َِمْن َ(94:َالزاريات)َو 
Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-
pasangan supaya kamu meningat akan kebesaran Allah”. (QS. Al-
Dzariyat (51):49) 
 
Perkawinan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah 
mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam 
Izzudin Abdussalam membagi maslahatnya menjadi 3 bagian yaitu: 
1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya 
Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), 
afdhal (paling utama), mutawassith (tengah-tengah). Maslahat 
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yang paling utama adalah maslahat yang terkandung kemuliaan, 
dapat menghilangkan masfsadah paling buruk dan dapat 
mendangkan kemaslahatan yang paling besar.  
2. Maslahat yang disunnahkan oleh syar‟i kepada hambanya demi 
untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di 
bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. 
3. Maslahat mubah, Imam Izzudin berkata: “Maslahat mubah dapat 
dirasakan secara langsung. sebagian diantaranya lebih bermanfaat 
dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat 
mubah ini tidak berpahala”.
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Jelas tingkatan maslahat taklif perintah (thalabal fi‟li), taklif 
takhyir dan taklif larangan (thalabal kaff). Dalam taklif larangan, 
kemaslahatan adalah menolak atau mencegah kemadaratan. Perbedaan 
tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merupakan dan 
dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu, meskipun 
perkawinan itu asalnyaadalah mubah,
64
taklifi berlaku dalam 
pernikahan; 
a. Wajib Menikah, untuk orang yang telah mampu menikah danhawa 
nafsunya tidak bisa di kendalikan unuk melakukan  persetubuhan, 
dan hal ini yang di takutkan ia berzinah. 
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b. Nikah Haram ketika nafsunya belum mendesak, dan ia juga tidak 
mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya 
kelak. 
c. Nikah Sunnah yaitu nikah yang dimana nafsunya sudah sangat 
mendesak namun ia masih bisa menahan dari perbuatan haram. 
d. Nikah MubahMubah merupakan seseorang yang tidak begitu 
terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau 
karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.
65
 
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum 
perkawinan menurut islam, pada dasarnya hukum tersebut bisa 
menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan 
maslahatnya atau mafsadatnya.  
3. Tujuan Perkawinan  
Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk 
menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan perkawinan 
kebanyakan manusia pada hari ini, namun hendaknya karena tujuan-
tujuan berikut ini:  
a. Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu‟alaihi wa sallam dalam 
sabdanya: “Wahai sekalian para pemuda! Siapa diantara kalian 
yang telah mampu untuk menikah maka hendaklah ia menikah” 
b. Keturunan umat yang memperbanyak keturunannya terdapat pada 
sabda Nabi shallallahu‟alaihi wa sallam: “Menikahlah kalian 
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dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari 
kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian 
dihadapan umat-umat yang lain” 
c. Suami dan istri dapat Menjaga kemaluannya masing-masing, dan 
saling menundukkan pandangan dari yang haram. 
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4. Hikmah Perkawinan  
Hikmah dari perkawinan dalam Islam, yang nantinya akan 
berpengaruh baik bagi pelaksanya sendiri, masyarakat, dan seluruh 
umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah: 
a. Dengan menikah dapat menyalurkan hasrat yang memuaskan 
melalui seks selain itu juga dengan kawin jiwa terasa tenang, dan 
yang tadinya haram menjadi haram, dan badan juga menjadi segar. 
b. Membuat anak-anak menjadi mulia ialah dengan Nikah. Dengan 
menikah memperoleh keturunan yang nantinya akan melestarikan 
hidup manusia dan juga dapat memelihara Islam. 
c.  Naluri hati kebapakan serta keibuan akan mulai tumbuh seiring 
berjalannya waktu dengan anak-anak dan tumbuhlah pula rasa 
syang dan cinta  yang akan menyempurnakan kemanusiaan 
seseorang. 
d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak 
menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat 
bakat dan pembawaan seseorang  







e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi rumah tangga, 
sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas 
tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-
tugasnya 
f. Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya tali kekeluargaan, 
memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan 
memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam 
direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat saling 
menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang 
kuat dan bahagia. 
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5. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan  
Rukun yaitu sesuatu yang ada yang menentukan sah atau 
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam 
rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan 
takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin mempelai 
laki-laki dan calon pengantin mempelai wanita dalam perkawinan. 
Syarat ialah sesuatu yang ada yang menentukan sah atau 
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi itu tidak termasuk dalam 
rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau 
menurut Islam calon pengantin mempelai laki-laki dan calon pengantin 
mempelai wanita itu harus beragama Islam.
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a. Rukun Nikah 
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1) Adanya calon suami  
2) Adanya calon istri 
3) Wali nikah 
4) Saksi nikah 
5) Ijab qabul 
b. Syarat Nikah 
1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, 
laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak 
terdapat halangan perkawinan. 
2) Bagi calon mempelai wanita mantara lain beragama Islam, 
perempuan, jelas orangnya, dapat diminta persetujuan, tidak 
terdapat halangan perkawinan. 
3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, 
beragam Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat 
halangan untuk menjadi wali. 
4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi 
menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama 
Islam dan dewasa. 
5) Syarat-syarat ijab qabul: 
a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
b) Di nyatakannya penerimaan dari calon mempelai pria 
c) Menggunakan kalimat nikah 




e) Maksud dan tujuan ijab dan qabul jelas 
f) Orang yang melakukan ijab sedang tidak melakukan ikhram 
haji atau umrah 
g) Minimal ada 4 orang yang yang menghadiri Majelis ijab, 
yaitu, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilinya, 




D. Urf dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Adat atau Urf 
Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang 
dapat diterima akal sehat. Menurut kebanyakan ulama, urf dinamakan 
juga adat sebab perkara yang sudah dikenal ini berulang kali dilakukan 
manusia. 
Namun, sebenarnya adat itu lebih luas daripada urf sebab, adat 
kadang-kadang terdiri atas adat perseorangan atau bagi orang tertentu, 
sehingga hal ini tidak bisa dinamakan urf. Dan kadang-kadang terdiri 




Bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan urf, kedua 
kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan 
dalam satu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada adat dan 
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urf, tidaklah berarti kata adat dan urf itu berbeda maksudnya meskipun 
digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang 
membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang 
sama, maka dalam contoh tersebut, kata urf adalah sebagai penguat 
terhadap kata adat. 
Kata adat dari bahasa Arab : ع ادة : akar katanya: ada ya udu َ-عاد 
 perulangan). Karena itu, sesuatu yang)تك رار : mengandung arti : ( يع ود(
baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat. Tentang berapa kali 
suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada 
ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang 
dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijelaskan al-suyuthi 
dalam kitabnya al-Asybah wa al-Nazhair. 
Kata urf tidak melihat dari segi berulangkalinya suatu 
perbuatan yang dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut 
sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua 
sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut 
dikenal). Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip 
karena dua kata itu pengertiannya sama yaitu: suatu perbuatan yang 
telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang 
banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui 




kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan 
tetapi perbedaannya tidak berarti.
71
 
2. Urf: Dasar Pergumulan dalam Sejarah Islam  
Abu sunah menegaskan bahwa yang di anggap urf  tidak semua 
kebiasaan. Karena sering dilakukan bisa sampai berulang kali dan pada 
akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, disinilah urf dapat di terima oleh 
rasional dan akal sehat. 
Sesungguhnya, syarat minimal keberlakuan urf hanya dua 
yaitu: ketetapan (al-istiqrar) dan kontiunitas (al-istimrar).Istiqrar 
menunjukkan bahwa urf merupakan sesuatu yang mendapat 
kesepakatan antar para pelaku-pelakunya. Sedangkan, adanya al-
istimrar dimaksudkan agar urf dapat dijadikan pedoman hukum yang 
memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena, jika hukum 
Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum 
(istiqamat al-hukm), tiba-tiba harus berubah-ubah dan berwatak 
temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat.
72
 
Islam datang sebenarnya bukan untuk memusnahkan urf I yang 
telah ada di keliling masyarakat. Bahkan Islam datang untuk 
mengoreksi urf-urfyang berkembang dimasyarakat, apabila 
bertentangan dengan ajaran Islam maka dimusnahkan, namun jika Urf-
Urf  itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka terus berjalan.  
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Dilihat Secara sejarah atau historisnya, dalam Islam urf adalah 
keniscayaan. Urfberkembang secara turun temurun dari nenek moyang 
sebelumnya. 
Urf  menurut Imam Malik dijadikan sebagai sumber hukum 
Islam. Karna dengan urf ini Imam Malik dapat menciptakan banyak 
karya sepertiFath al-Ali al-Malik,al-Muwatta, danal-Mudawanah. Ahli 
madinah salah satunyaurf. Istilah yang sering digunakan oleh Imam 
Malik “praktek yang kita setujui” Imam Malik memandangurfsebagai 
Ahli Madinah, dan ini sebagai salah satu sumber hukum yang paling 
kuat  dalam pandangan Imam Malik, Hadith Ahad pun terkalahkan. 
Imam Ibnu Hanbal (164-241 H)  berbeda dengan Imam Malik 
yang dimana, urfbukanlah sumber Hukum Islam. Pengikut dari Ibnu 
Qudamah (w.620 H), urf digunakan sebagai sumber hukum. Ibnu 
Qudamah berdasarkan pada diktum-diktum fiqhnya pada adat. 
Pengikut Ibnu hanbal seperti Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya, urf di 
jadikan sebagai sumber hukum.
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3. Penyerapan Adat dalam Hukum Islam 
Saat Islam memasuki wilayah Arab dan berkembang,berlakulah 
norma-norma bermuaamalah yang mengatur hubungan manusia 
dengan manusia lainnya, dan ini berlangsung lama dapat di sebut 
dengan adat. Adat ini diterima dari generasi sebelumnya dan juga 
diyakini dan mereka percaya bahwa ini baik untuk mereka. 
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Islam datang membawa seperangkat norma syara untuk 
mengatur kehidupan antar mausiabermuamalah dan dipatuhi ini 
sebagai ketaatan kita terhadap Allah dan Rasul-Nya. Beberapa adat 
yang selaras dan ada pula yang bertentangan dengan hukum yang telah 
ditentukan. Sangat  diutamakan prosesi penyeleksian adat yang masih 
diperlukan agar tetap terlaksana. Ada pula kemaslahatan menurut 
wahyuada 4 kelompok Adat: 
a) Adat  yang di terima sepenuhnya dalam hukum Islam yaitu adat 
yang mengundang kemaslahatan dan tidak mengandung unsur 
mudharatnya atau dapat dikatakan  terdapat manfaatnya lebih 
banyak di banding mudharatnya.  
b) Adat lama di terima dalam Islam, namun ada unsur maslahat yang 
dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam, didalam 
pelaksanaannya mengalami penyesuaian dan perubahan.
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c) Adat lama yang mengandung unsur merusak, unsur manfaatnya 
lebih sedikit. 
d) Adat lama, orang banyak menerimanya karena tidak ada unsur 
mafsadat atau perusak dan tidak bertentangan dengan syara'. 
Beberapa pengakuan dari kalangan ulama yang ber-kaidah: 
ةَ  َالع اد ُةَُُم كَّم 
Artinya:“Adat itu dapat menjadi dasar hukum” 
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Al-Qur'an diteriman dan dibentuk dengan cara tersendiri 
penetapan hukumnya dengan cara yangsebagaimana berlaku dalam 
adat tersebut, baik secara langsung atau setelah terlebih dahulu 
melalui proses penyesuaian. Ulama sepakat dalam menerima adat 
dalam bentuk pertama dan kedua karena adat tersebut telah menjadi 
hukum Islam, meskipun berasal dari adat lama.
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4. Kedudukan Urf dalam Sumber Hukum  
urf merupakan hujjah yang dianggap sebagai salah satu sumber 
hukum syariathal inidikatakan oleh Jumhur Fuqaha‟mengatakan 
bahwa. Berdasarkan pada dalil:  
1) Firman Allah SWT 
َو ْأُمْرَبِالُعْرِفَو أ ْعِرْضَع ِنَاجل اِىِلْْيَ   ُخِذَالع ْفو 
“Jadilah engkau pemaaf dan surulah orang mengerjakan 
yang makruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.” 
 
Kata urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh 
mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai 
sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. 
2) Hadist Rasulullah SAW 
َاهلِلَح س نَ  َِعْند  ُْسِلُمْون َح س ن اَف  ُهو 
َم ار ا ُهَامل
“Sesuatu yang dianggap oleh orang muslim itu baik maka 
Allah menganggap perkara itu baik pula”
76
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Maksudnyayaitu perbuatan-perbuatan yang terjadi 
dimasyarakat jika yang menilai yaitu seorang mukmin sejati dan 
dalam pandangannya dinilai baik,maka Allah SWT pula yang 
menganggap hal itu baik. 
3) Syariat Islam mengubah kebiasaan arab secara detail dan 
menetapkan hukumnya demi kemaslahatan orang ramai, 
memberikan denda kepada orang yang melakukan pembunuhan 
secara tidak sengaja, melaksanakan akad salam. Islam juga 
membrantas adat arab di zaman dahulu seperti mengubur anak 
perempuan,kaum wanita yang tidak mendapatkan harta warisan.  
4) Islam mengajarkan memudahkan segala urusan dan menghilangkan 
segala kesusahan urusan setiap manusia dan meninggalakan 
keniasaan yang buruk karena ini akan menjerumuskan mereka 
kedalam jurang. 
5) Islam datang tidak untuk menghapus tradisi arab namun lebih 
memilih secara selektif ada beberapa yang di lestarikan dan ada 
beberapa pula yang di hapuskan.
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5. Urf dalam Kompilasi Hukum Islam 
Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring 
perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab 
perubahan masalah asal. Oleh karenaitu, dalam hal ini perbedaan 
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pendapat para ulama fikih berkata : “perbedaan itu adalah pada waktu 
dan masa, bukan pada dalil dan alasan”. 
Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, telah 
melakukan upaya kodifikasi, kompilasi, dan positivisasi produk-
produk fiqh agar dapat dijadikan referensi oleh para hakim di 
Pengadilan Agama. Sebelumnya para hakim tidak memiliki buku 
standar yang dapat dijadikan sebagai rujukan bersama seperti halnya 
KUHP. Akibatnya, jika para hakim di Pengadilan Agama menghadapi 
kasus yang harus diadili maka rujukannya adalah berbagai kitab fiqh 
tanpa suatu penyeragaman. Kemudian, secara praktis, terhadap kasus 
yang sama bisa memunculkan putusan yang berbeda jika ditangani 
oleh hakim yang berbeda. Sasaran proyek KHYI ini adalah 
mempersiapkan rancangan buku hukum dalam bidang Hukum 
Perkawinan yang kemudian tercantum dalam Buku I, Hukum 
Kewarisan yang tercantum dalam buku II, dan Hukum Perwakafan 
dalam buku III KHI. 
Para ulama dan pakar Hukum Islam yang terlibat dalam 
perumusan KHI sangat mempertimbangkan nilai-nilai syari‟ah dalam 
menggali maslahah yang ada pada masyarakat Islam. Hal ini bisa 
dilihat dari unsur-unsur adat kebiasaan (urf) yang dijadikan sebagai 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Penelitian terdahulu dijadikan titik acuan untuk penelitian yang 
akan datang, yang nantinya penelitian ini digunakan sebagai perbandingan 
hasil dari penelitian. Penelitian terdahulu dijadikan sebuah landasan 
penelitian saat ini. Di mana terdapat beberapa karya ilmiah yaitu 
diantaranya: 
1. Penelitian dari Lazuardi Nurdiman dengan judul “Penetapan Uang 
Seserahan Nikah Pada Masyarakat Kelurahan Sekawan Kota Depok 
Perspektif Hukum Islam” dengan fokus penelitian guna mengetahui 
penetapan uang seserahan nikah pada masyarakat Kelurahan Sekawan 
Kota Depok dalam hukum Islam, dengan analisa data deskriptif 
kualitatif di mana hasil dari penelitian bahwa ketentuan uang seserahan 
nikah dilakukan pada acara mufakat secara terpisah maupun bersamaan 
yang dilakukan antara kedua belah pihak, akan tetapi pada keputusan 
dari pihak perempuan dirasakan terlalu tinggi akan tetapi diperbolehkan 
untuk ditawar, akan tetapi keputusan tetap pada pihak wanita. 
Sedangkan pada penelitian ini kesamaan dengan penelitian dari penulis 
tentang ketetapan seserahan. 
2. Penelitian dari Meli Fitria dengan judul “Sesan dalam Masyarakat Adat 
Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi pada Desa Gunung 
Sugih Raya) dengan fokus penelitian guna mengetahui Sesan di dalam 
masyarakat Lampung Pepadun di Desa Gunung Sugih Raya dengan 




menyebutkan bahwa Sesan di dalam masyarakat adat Pepadun 
diwajibkan jika pihak perempuan telah terikat dengan jujur maka pihak 
perempuan sendiri otomatis membawa Sesan ketika mereka akan 
menghantarkan mempelai, sedangkan kesamaan dari penelitian ini 
dengan penelitian dari peneliti ialah sama sama membahas mengenai 
sesan serta ditinjau dari hukum Islam. 
3. Penelitian dari Fatin Najwa Binti Kamaruddin menerangkan bahwa 
dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang 
Hantaran Menurut Adat Perkawinan Di Daerah Taiping Perak 
Malaysia” dengan fokus penelitian guna mengetahui tinjauan hukum 
Islam mengenai penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan di 
daerrah Taiping dengan menggunakan metode analisa deskriptif 
kualitatif maka hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa 
penerapan uang hantaran menurut adat perkawinan di daerrah Taiping 
berdasarkan „Urf sedangkan kesamaan dengan penelitian dari peneliti 
sendiri ialah sama sama ditinjau dari perspektif hukum Islam, metode 
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